
 

PT Barata Indonesia (Persero) 
Head Office : Jl. Veteran No. 241 Gresik (61123), East Java - Indonesia 

Telp. +62 31 39905555, Fax. +62 31 3990666, E-mail : info@barata.id, Homepage : www.barata.id 

PERATURAN DIREKSI 

 
Nomor : PD 20 012 

 

Tentang 

 

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK / 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

 

 

 DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero), 

 

MENIMBANG : 1. Bahwa prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan kaidah, norma, komitmen, maupun 

pedoman yang diperlukan dalam sistem pengelolaan Perusahaan sebagai 

penyelenggaraan praktik bisnis secara sehat dan beretika. 

  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan 

Peraturan Direksi tentang hal tersebut. 

 

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN Republik 

Indonesia Tahun 1999 No. 75, TLN Republik Indonesia No. 3851). 

  2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

  3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara 

(LN Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, TLN Republik Indonesia No. 

4297). 

  4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. 

  5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-

09/MBU/2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. 

01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada BUMN. 

  6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015, tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 

dan Dewan Pengawas BUMN. 

  7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015, tentang Persyaratan 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. 

  6. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013, Tgl. 30 September 

2013, tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. 

  7.  Anggaran Dasar PT Barata Indonesia (Persero) yang dimuat dalam Akta 

No. 01 tanggal 1 Maret 2017 notaris Herawati, S.H berdasarkan Surat 

Persetujuan Menteri BUMN Republik Indonesia selaku RUPS PT Barata 

Indonesia (Persero) No. S97/MBU/01/2017, Tgl. 31 Januari 2017. 

  8. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance Tahun 2008.  
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  9. Peraturan Direksi No. PD 20 001, Tgl. 06 April 2020, tentang Pedoman 

Pemberlakuan Peraturan Perusahaan. 

 

M E M U T U S K A N : 

 

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero) 

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 

YANG BAIK / GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG, 

adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. 

2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

3. Perusahaan atau Perseroan adalah PT Barata Indonesia (Persero). 

4. Insan Perusahaan adalah Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh Pemangku Kepentingan 

(Stakeholders) yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan. 

5. Karyawan adalah karyawan Perusahaan. 

6. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta 

mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar. 

7. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang mewakili Pemegang Saham yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan arahan atau nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. 

8. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan 

dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup 

Perusahaan, termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, 

Pemerintah, Pelanggan, Pemasok, Mitra, Pesaing, dan pihak lain yang berkepentingan. 

9. Pemegang Saham adalah pemilik surat bukti kesertaan dalam modal Perusahaan, yaitu seseorang 

atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. 

10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perusahaan yang 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas 

yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. 

11. Anggaran Dasar adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain dalam 

Perusahaan. 

12. Rencana Jangka Panjang (RJP) adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan 

dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Jangka 

Panjang (RJP) Perusahaan. 
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14. Board Manual adalah pedoman atau panduan yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang 

berkenaan dengan tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta proses hubungan fungsi 

antara Dewan Komisaris, Direksi, dan antara kedua Organ Perseroan tersebut, sehingga dapat 

membantu dalam menjalankan misi dan mewujudkan visi Perusahaan. 

 

Pasal 2 

Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup Peraturan ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan penerapan GCG sesuai dengan 

prinsip-prinsip GCG sebagai komitmen dalam sistem pengelolaan Perusahaan sebagai penyelenggaraan 

praktik bisnis secara sehat dan beretika. 

 

Pasal 3 

Maksud dan Tujuan 

 

1. Sebagai pedoman di dalam mengelola Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas 

Perusahaan berdasarkan pedoman perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 

2. Memaksimalkan nilai Perusahaan melalui prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, 

bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional 

maupun internasional. 

3. Untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara professional, transparan, dan efisien, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.   

4. Mendorong agar RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan 

tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang 

berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Stakeholders 

maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan. 

5. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional. 

 

Pasal 4 

Prinsip GCG 

 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ 

sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap 

peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

4. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang 

timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan 

 

Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Jangka Panjang 

(RJP) Perusahaan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berlaku. 




















	Pedoman GCG fix2_1.pdf (p.1-3)
	PD 20 012_1.pdf (p.4-12)

